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KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

NOMOR: HK.02.03/XXVII/2775/2021
TENTANG
TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

TERKAIT PELAPORAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DI RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

DIREKTUR UTAMA RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG

Menimbang :

Mengingat :

Menetapkan

Kesatu

a.

bahwa dalam rangka pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat
di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang, diperlukan tim penanganan
pengaduan masyarakat yang ditangani oleh SPI (Satuan Pemeriksaan
Intern);

bahwa tim penanganan pengaduan masyarakat terkait pelaporan dugaan
tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur
Utama Nomor: HK.02.04/1/1131/2017 tentang Tim Penanganan
Pengaduan Masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini
sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

bahwa berkaitan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan dalam suatu
keputusan;

Undang-Undang RI No.28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999, tentang Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001;
Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan;
Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik
Indonesia Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum
Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 49 Tahun 2012 tentang Pedoman

Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian
Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata
Cara Penanganan Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)
Dugaan Tindak Pidana Korupsi;

Peraturan Menteri Kesehatan RI No.72/MenKes/Per/111/2020, tentang
Organisasi dan Tata Kerja RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang;
Keputusan  Menteri Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor:
KP.03.03/Menkes/ 7096 /2020, tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSJ Dr. RADJIMAN
WEDIODININGRAT LAWANG TENTANG TIM PENANGANAN
PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT PELAPORAN DUGAAN TINDAK
PIDANA KORUPSI RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG:;

Mencabut Keputusan Direktur Utama Nomor: HK.02.04/1/1131/2017
tentang Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait pelaporan
dugaan tindak pidana korupsi RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang;
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: Menetapkan dan menunjuk Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat

terkait dugaan tindak pidana korupsi di RSJ Dr.
Wediodiningrat Lawang, sebagai berikut;
Penanggung Jawab : Direktur Utama

Radjiman

Ketua : Ketua Satuan Pemeriksaan Intern (SPI)

Sekretaris : Andi Lesmana, S.E.
Anggota :  Udhin Dwi Sukesi, S.Si

Yulia Ramadiana Fitri, S.Farm.,Apt

: Tim penanganan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana

korupsi bertugas:

1. Menyusun tata cara pelaporan pelanggaran dugaan tindak pidana
korupsi (Whistle Blowing System) di Rumah Sakit Jiwa Dr.

Radjiman Wediodiningrat Lawang

2. Melakukan penanganan pengaduan masarakat melalui kegiatan
penerimaan dan pencatatan pelaporan pelanggaran dugaan tindak
pidana korupsi, , penelaahan, klarifikasi, koordinasi dengan pihak

terkait, pemeriksaan, pelaporan dan pengarsipan

Dalam menjalankan tugasnya tim penanganan pengaduan masyarakat

terkait dugaan tindak pidana korupsi berpedoman pada ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada

Direktur Utama;

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya;

Ditetapkan di : Lawang
4 Mei 2021




